BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Menimbang:

Mengingat :

DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Pajak di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5038);



10.

11.

12.

13.

Memperhatikan :

Menetapkan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
90);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun

2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015
tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak
atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 8/D), sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018
Nomor 11/D;

Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 61/D);

1. Surat Edaran Nomor 973/3953/SJ tentang Tindak Lanjut
Permendagri Nomor 112 tahun 2016 tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI
KABUPATEN JOMBANG.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Jombang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.

Bupati adalah Bupati Jombang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jombang,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yvang mempunyai hak dan kewsajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-undangan
perpajakan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi
Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik
tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal
Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP
adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang
melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada
masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak
maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat
Jenderal Pajak yang berada di wilayah Kabupaten
Jombang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang,



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
dalam tata cara pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak di
Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;

c. meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan
penanaman modal;

d. meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB IV
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

(1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP adalah
izin berusaha dengan modal usaha lebih dari
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan
keterangan status wajib pajak dengan status valid.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan
bagi pemohon izin usaha mikro.

(4) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Kketerangan
status wajib pajak dapat langsung dicetak melalui sistem
aplikasi KSWP.

(9) Jika wajib pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi
KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama
Jombang untuk mendapatkan surat keterangan.

(6) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
adalah DPMPTSP Kabupaten Jombang.



BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau
pekerjaan di Kabupaten Jombang wajib memiliki NPWP
cabang/lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jombang.

Pasal 7

(1) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) diberikan kepada pemohon apabila dapat
menunjukkan dokumen KSWP.

(2) DPMPTSP melakukan KSWP melalui:

a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung
dengan sistem informasi yang disediakan Direktorat
Jenderal Pajak.

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan
Status Wajib Pajak yang memuat status valid atau tidak
valid terhadap KSWP yang dilakukan oleh DPMPTSP.

(4) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan valid, maka surat
Keterangan Status Wajib Pajak dapat dicetak langsung
melalui sistem aplikasi KSWP dan pelayanan publik
tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak.

(5) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari
sistem aplikasi KSWP, dapat mengajukan permohonan ke
KPP Pratama Jombang untuk mendapatkan surat
keterangan status Wajib Pajak dengan melampirkan surat
keterangan status tidak valid.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh
DPMPTSP dalam bentuk konsultasi, monitoring dan
evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
| (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
| tahun,



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Desember 2819

BUPATI JOMBANG,

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 77 /E
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